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1.1  Latar Belakang

Paham demokrasi menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik adalah
pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kebijakan diciptakan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana rakyatlah yang menjadi pemilik
kekuasaan tertinggi. Dalam arti ini -pemerintah-selaku lembaga pengelola Negara,
wajib mementingkan dan melayani hak dan kebutuhan rakyatnya yang telah
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Seiring berkembangnya zaman, terdapat tuntutan dari masyarakat akan hadirnya
pelayanan publik yang berkualitas dimana dampaknya masyarakat dapat menerima
pelayanan tanpa merasa asing. Untuk menanggapi permasalahan tersebut
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mendefinisikan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atas barang, jasa dan atau pelayanan Administratif yang disediakan oleh
Penyelenggara Pelayanan Publik. Kegiatan Pelayanan Publik dilaksanakan oleh
lembaga Negara yang Anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) yang pada

dasarnya banyak bersumber dari pajak masyarakat. Hal ini menuntut lembaga



penyelenggaran pelayanan public wajib memberikan pelayanan yang berorientasi

kepada kepuaasan pelayanan.

Fakta empiris yang terjadi dalam pelayanan publik di Indonesia seringkali
ditemukan berciri-ciri seperti berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.
Kecendrungan ini diakibatkan akan adannya paradigma bahwa masyarakat adalah
yang “melayani” bukan “ dilayani”. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada
masyarakat umum tefkad’ang dfbalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap
Negara.! Oleh karena itu dituntut reformasi pelayanan yang mengembalikan fitrah

masyarakat sebagai objek yang harus dilayani oleh Negara.

Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan 8 agenda perubahan, salah
satunya adalah reformasi dibidang pelayanan public. Tujuan reformasi pelayanan
publik adalah bagaimana menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat.?
Selanjutnya, diterbitkan peraturan yang melandasi Reformasi birokrasi melalui
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi tahun 2010-2025 yang akan menjadi acuan bagi Kementrian/Lembaga
dan Pemerintah’ Daerah dalam ' melaksanakan’ Reformasi- “birokrasi untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.*

Dalam menjamin jalannya reformasi birokrasi, pemerintah daerah turut
berperan andil dalam mensukseskan program ini. Hal ini sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

bahwasannya salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan

! Syafie dkk, llmu Administrasi Publik, 1999
2 Skripsi, Mona Melinda, Inovasi Paduko oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang, Hal 2
% 1bid.,



public dan daerah dapat menciptakan kebijakan yang dapat mempercepat
penyelesaian permasalahan dan percepatan pembangunan daerah masing-masing.
Pemerintah daerah dapat melaksanakan pelayanan publik dengan memahami
prinsip-prinsip dasar dalam tatalaksana penyelenggaraan pelayanan umum yaitu
tentang kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien,
ekonomis, keadilan yang merata dan-ketepatan waktu.>  Selanjutnya untuk
menciptakan kebijakan dalam ménunjang penyelenggaraan pembangunan daerah
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Bab 21 tentang
Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan Inovasi
dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan daerah.® Pemahaman ini
kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2017

tentang Inovasi Daerah.

Pelaksanaan Inovasi diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
Inovasi daerah / diarahkan untuk ' ‘mempercepat terwujudnya  kesejahteraan

masyarakat melalui ;

1. Peningkatan pelayanan publik,
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan
3. Peningkatan daya saing daerah.

4 1bid.,

S Istianto, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasaan Pelanggan, 2011, Hal 111-
117

6 Melinda, op.cit



Selanjutnya disebutkan bentuk-bentuk Inovasi Daerah yang bisa dilakukan
meliputi Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan
inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Daerah.”  Pelaksanaan inovasi didaerah diharapkan mampu
menciptakan pembangunan yang baik dari fisik hingga peningkatan kualitas sumber

daya manusia.

Dalam menjamin proses pembangunan yang sesuaicdengan arahan Undang-
Undang serta memotivasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah,
BAPPENAS mengadakan penganugerahan kepada Daerah dengan Perencanaan
Pembangunan Daerah (PPD) terbaik. Berikut daftar peraih penghargaan

Perencanaan Pembangunan terbaik dari tahun 2017-2019:

Tabel 1. 1

Daftar Peraih Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik Tahun 2017-2019

Tahury/ 2017 2018 2019
Peringkat
Peringkat | Provinsi ol Provinsi = Jawa Timur = Provinsi =~ Jawa Tengah
Yogyakarta
Rahupg Tabanan o Banyuwangi Kabupa Tanah Datar
ten ten ten
Kota Batu Kota Palu Kota Semarang
Peringkat Il | Provinsi ~ DKI Jakarta = Provinsi Sgr;gg\a Provinsi Jawa Timur
Kabupa Ende Kabupa Lombok Kabupa Temanggung
ten ten utara ten
Kota Pekalongan Kota Palembang Kota Denpasar
Peringkat Il Provinsi SUEEE Provinsi Bali Provinsi SEEE
Selatan Selatan
Kabupa Sigi Kabupa Tegal Kabupa Tabanan
ten ten ten

" www.setkab.go.id., " Presiden Teken Payung Hukum Terhadap Inovasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah". Humas, 2017



Tanjung
Kota Kota Surakarta Kota Makassar
Pinang

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dari berbagai sumber tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2, untuk penghargaan Perencanaan Pembangunan
Daerah terbaik pada tahun 2019 tingkat provinsi diraih oleh Jawa tengah Peringkat
I, diikuti Jawa timur dan Sumatera Selatan. Untuk tingkat Kota diraih oleh Kota
Semarang Peringkat | , diikuti kota Denpasar dan kota Makassar. Selanjutnya untuk
tingkat Kabupaten diraih bl'eh Kabupaten Tanah Datar Peringkat I diikuti oleh Kab.
Tumenggung dan Kab. Tabanan. Untuk tingkat Kabupaten, Kabupaten Tanah Datar
merupakan perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk Nasional tiga tahun berturut-
turut dan mendapatkan penghargan terbaik ketujuh ditahun 2017 dan terbaik empat

belas ditahun 2018 untuk semua kabupaten di Indonesia.

Sejak disahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
pada tahun 2017, Kabupaten Tanah Datar dalam tiga tahun berturut selalu meraih
penghargaan sebagai kabupaten dengan Perencanaan Pembangunan terbaik tingkat
Provinsi dan berhak mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian tingkat
Nasional. Berikut daftar peraih penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah se-

Sumatera Barat dari tahun 2017-2018:



Tabel 1.2
Daftar Peraih Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik tingkar
Provinsi Sumatera Barat

Tahun/ 2017 2018 2019
Peringkat
Peringkat | Kota Padang Kota  Sawahlunt Kota Payakumb
Pariaman 0 uh
Kabup Tanah Kabup Tanah Kabup | Tanah
aten Datar aten Datar aten Datar
Peringkat Il Kota  Sawahlunt Kota Payakumb = Kota @ Solok
0 uh
Kabup - -Padang Kabup = Padang Kabup | Agam
aten, + ) Pariaman' ' ‘aten Pariaman — aten
Peringkat 11l Kota Bukittingg Kota Padang Kota Padang

i
Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber tahun 2020

Sejak tahun 2017, kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mendapatkan peringkat 7 Nasional,
tahun 2018 dengan peringkat , 14 terbaik Nasional, dan pada tahun 2019
mendapatkan peringkat | terbaik Nasional. Sebuah prestasi, mengingat pada tahun
2016, Kabupaten Tanah datar tidak masuk kategori perencanaan pembangunan

daerah tingkat provinsi.

Dalam penilaian yang dilakukan oleh Bappenas dengan menggunakan
beberapa Indikator penilaian, Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapatkan nilai
terbaik dibeberapa Indikator yaitu pada poin Kelengkapan dokumen Inovasi Daerah
dan kedalaman Inovasi Daerah.2 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun
waktu 1 tahun berhasil menciptakan 111 inovasi dalam rangka pelaksanaan
pembangunan. Hal ini ditindak lanjuti dengan penandatangan komitmen berinovasi
oleh seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Berikut piagam komitmen

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar:

8 Dokumen. Grafik Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019



Gambar 1. 1
Komitmen Seluruh OPD dalam Menciptakan Inovasi Pembangunan Daerah

Sumber : Dokumeasi Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwasannya terdapat sebuah
komitmen dari seluruh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menciptakan
Inovasi-inovasi sebagai bentuk jpembangunan daerah kearah yang lebih baik.
Bentuk komitmen ini juga diketahui dan ditanda-tangani oleh Deputi Bidang
Inovasi Administrasi Negara LAN RI. Bentuk kebijakan inilah ya,ng menjadi salah
satu poin dalam prestasi yang diraih oleh Kabupaten Tanah Datar dalam meraih

Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik tahun 2019 dikarenakan

-—_K \.“\ 1 AJ \\ ‘-\.‘* o \
Inovasi-inovasi yang dlkeluarkan oleh Kabupaten* Tanah Datar. Hal ini

disampaikan oleh Kasubid Litbangren Bapperlitbang Kabupaten Tanah Datar yang

mengatakan bahwa :

“... hal yang menjadi nilai plus oleh BAPENAS dalam
menilai Perencanaan Pembangunan Daerah adalah inovasi yang
kami keluarkan, salah satunya Inovasi Gerbang Cerdas dan Jaksa
Masuk Pasar. Jaksa masuk pasar merupakan Inovasi satu-satunya
di Indonesia yang melibatkan kejaksaan terjun langsung kepasar
memberikan layanan Kosultasi Hukum dan lainnya. Kabupaten
Tanah Datar dijadikan sebagai Pilot Project untuk pelaksanaan



Inovasi ini.” (wawancara dengan Bapak Pujianto selaku
KASUBID LITBANGREN pada tanggal 16 September 2020

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penciptaan inovasi
pembangunan ini merupakan output dari penyelarasan masalah dilapangan dengan
perencanaaan pemabangunan yang melibatkan kerjasama Baperlitbang selaku
koordinator penyusunan perencanaan pembangunan dengan Kejaksaan Negeri
Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan (
Koperindag) yang ménjadi pe'laksana Pembanguhan disektor - pembangunan
sumberdaya manusia dibidang Hukum dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Dengan terciptanya 111 inovasi untuk satu tahun, menandakan adanya komitmen
dan kesadaran Stakeholders penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanah

Datar dalam mensukseskan Pembangunan Daerah.

Inovasi Jaksa Masuk pasar yang dicanangkan oleh Kejaksaan Negeri
Batusangkar bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2018 berlatar
belakang karena ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dari tahun
2014-2018 di Kabupaten Tanah Datar yaitu terkait sewa toko di Pasar Inpres
Batusangkar yang terhitung mencapai ‘angka Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta
rupiah). Penunggakan sewa toko ini terjadi sejak tahun 2014, oleh karena itu
Kejaksaaan Negeri Tanah Datar bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tanah Datar
berinisiatif membuat Program yaitu Jaksa Masuk Pasar di pasar Batusangkar.®
Program ini disepakati atas dasar Surat Kesepakatan bersama antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar dengan Kejaksaan Negeri Tanah Datar tentang

® Sofrywandy. Di Batusangkar Ada Jaksa Masuk Pasar. https://jarbatnews.com/pendidikan/di-
batusangkar-ada-jaksa-masuk-pasar/. November 2018. Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pada
pukul 14.40 Wib.



Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor :
511/1322/09/2018 dan Nomor : 02/N.3.17/G/09/2018. Selanjutnnya, pada tahun
20220 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membentuk Tim Fasilitasi Program
Jaksa Masuk Pasar di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 melalui Surat Keputusan
Bupati Tanah Datar Nomor 511/238/Koperindag-2020 tentang Pembentukan Tim

Fasilitasi Program Jaksa Masuk Pasar di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020

Kejaksaan Negeri'Batusangkar selaku Lembaga Negara yang bertanggung
jawab dalam melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan di
lingkungan peradilan Hukum. Kedudukan kejaksaan bukan sebagai Lembaga
pemerintahan daerah, tetapi kejaksaan merupakan lembaga Negara yang bertugas
langsung sebagai penegak hukum yang tugas wewenangnya dilaksanakan secara

independen.

Inovasi Jaksa Masuk Pasar merupakan Program bersama Pemerintah
Daerah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam bidang
ketertiban dan ketentraman umum untuk melakukan suatu peningkatan hukum,
penyuluhan hukum; nasehat hukum, mengenalkan hukum kepada masyarakat
secara gratis, serta apapun masalah yang ingin dikonsultasikan oleh masyarakat
tersebut tidak ditentukan namun permasalahan apapun yang ingin dikonsultasikan
oleh masyarakat pada pihak kejaksaan selalu menerima dan memberikan solusi
terhadap masalah tersebut.’® Program JMP tidak hanya memberikan penyuluhan

hukum kepada masyarakat, tetapi juga pelayanan umum lainnya seperti

10 Wawancara Bersama Kasubsi Datun Kejari Tanah Datar. Indri. Pada tanggal 22 Januari 2022
pukul 09.40 Wib
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pengambilan surat tilang bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Zuldafri

Dharma selaku Bupati Tanah Datar dan Pengarah Program Jaksa Masuk Pasar :

“ Program Jaksa Masuk Pasar ini adalah bentuk Program kerja
sama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri
Tanah Datar dalam rangka penyelesaian beberapa permasalahan
di Pasar Batusangkar. Keputusan ini merupakan hasil dari rapat
Muspida Kabupaten Tanah Datar dalam upaya pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Tanah Datar. Sebuah hal yang baru
mengingat kita tidak hanya melakukan penindakan terkait
permasalahan, tetapi Kejari selaku Pelaksana Teknis juga
memberikan Layan Hukum berupa Konsultasi Hukum kepada
Masyarakat, Intanisi Daerah dan'juga Pemetintah.Nagari.” ( hasil
wawancara bersama Zuldafri Dharma selaku Bupati dan
Pengarah Program Jaksa Masuk Pasar pada tanggal 13
Desember tahun 2022 pukul 14.30 Wib)

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Program Jaksa Masuk
Pasar hadir dari kesepakatan Muspida Kabupaten Tanah Datar untuk penyuksesan
pelaksananan Dokumen RPJMD. Dalam hal ini, Kejari Tanah Datar ditunjuk
sebagai Pelaksana Teknis untuk program Jaksa Masuk Pasar. Adapun layanan yang
diberikan berupa layanan hukum serta penindakan terkait permasalahan di Pasar

Batusangkar.

Selanjutnya, Kejari selaku pelaksana Teknis pada pelaksanaan Inovasi JMP
dilandasi dengan‘kedudukan hukum yang diatur\dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu dalam
bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan
kegiatan 1) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, 2) Pengamanan kebijakan
penegekan hukum, 3) Pengawasan peredaran barang cetakan, 4) Pengawasan Aliran
Kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara dan 5)
Pencegahan penyalahgunaan dan penodaan Agama. Landasan hukum selanjutnya

yang menjadi acuan bagi Kejaksaan dalam menjalankan Inovasi JMP adalah
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Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 tentang
Standar Operating Prosedur ( SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang
Pedata dan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan kepada pelaksanaan Inovasi
Jaksa Masuk Pasar dibawah wewenang Perkara Pedata dan Tata Usaha Negara (
Datun). Adapun yang menjadi wewenang Kejaksaan dalam bidang Perkara

DATUN vyaitu :*

1. Bantuan Hukum ‘

2. Pertimbanganm Hukum ( Pendapat Hukum dan Pendampingan Hukum)

3. Pelayanan Hukum

4. Penegakan Hukum

5. Tindakan hukum lainnya ( mediasi, fasilitator atau lainnya )

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kejaksaan

Negeri Tanah Datar melakukan penyuluhan secara langsung dan tidak langsung.
Untuk Program Jaksa Masuk Pasar, merupakan penyuluhan yang dilakukan secara
tatap muka/langsung dengan masyarakat tepatnya dilaksanakan pada hari Kamis
setiap minggu di, Pasar Batusangkar, Pasar Sungai Tarab, Pasar Rambatan, dan
Pasar Sungayang. Untuk penyuluhan secara tidak langsung dilaksanakan dengan

program Jaksa menyapa melalui RRI Bukittinggi dan RRI Luhak Nan Tuo.

Pada pelaksanaan Inovasi JMP, yang ditetapkan akan dilaksanakan pada
empat pasar yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Pasar Batusangkar, Pasar

Rambatan, Pasar Sungayang, dan Pasar Sungai Tarab. Namun ketentuan ini hanya

11 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 Tentang Standar
Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha
Negara.
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efektif baru dilaksanakan pada Pasar Batusangkar. Hal ini disampaikan oleh

Kasubsi Datun :

13

. pada pelaksanaan Inovasi JMP, kami efektifkan
pelaksanaannya di Pasar Batusangkar, walau yang kita tetapkan
adalah di empat Pasar di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini
didasarkan kepada, Kita ingin menjadikan terlebih dahulu pasar
Batusangkar menjadi pasar percontohan bagi tiga pasar lainnya
sekaligus pengenalan kepada masyarakat umum bahwa ada
pelayanan Kejaksaan di dalam Pasar. Selain itu, kami melihat dari
segi kuantitasnya, Pasar Batusangkar tergolong pasar yang paling
ramai dikunjungi oleh masyarakat kabupaten Tanah Datar,
ketimbang ketiga.. pasar'“lainhya’ juga.' ‘Apabila sukses dan
masyarakat sudah mulai mengenal Inovasi JMP ini, nanti akan
kami lanjutkan kegiatan ini secara berkelanjutan di ketiga pasar
tersebut. Namun bukan berarti kami belum pernah memberikan
pelayanan di ketiga pasar tersebut. Kita sudah mulai mengenalkan
Inovasi JMP ini kepada ketiga pasar tersebut, namun cuman baru
dilakukan diawal-awal launching Inovasi ini. ” ( hasil wawancara
bersama kasubsi Datun Kejari Tanah Datar pukul 10.15 Wib pada
tanggal 22 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa Inovasi JMP baru
efektif dilaksanakan di Pasar ‘Batusangkar. Hal ini dikarenakan kejaksaan
berpendapat bahwa Pasar Batusangkar tergolong pasar yang ramai dikunjungi oleh
masyarakat Tanah Datar dibandingkan dengan Pasar Rambatan, Pasar Sungayang
dan Pasar Sungai Tarab. Kejaksaan berpendapat, ingin menjadikan Pasar
Batusangkar sebagai Pasar percontohan—bagi- ketiga, pasar lainnya sebelum
dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu untuk ketiga pasar tersebut sudah
dilakukan launching Inovasi JMP walaupun pelaksanaan masih belum dilakukan

secara berkala.

Pada pelaksanaan Program Jaksa Masuk Pasar, Kejari selaku pelaksana
Teknis berkerja sama dengan Pemerintah melalui Dinas Koperasi Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mendukung jalannya program.
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Selanjutnya, UPT Pasar bertindak sebagai fasilitator penyedia tempat dalam
menjalankan kegiatan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Tidak hanya itu, untuk
anggaran pelaksanaan Jaksa Masuk Pasar juga dianggarkan melalui Rencana Kerja
Satu tahun dari UPT Pasar Batusangkar. Hal ini diungkapkan oleh Azmy Wenry

selaku kepala UPT Pasar Batusangkar :

“berdasarkan keputusan dari Bupati Tanah Datar melalui SK
yang ditetapkan, anggaran-pelaksaaan Jaksa Masuk Pasar
masuk kedalam ‘perencanaan kegiatan' ‘dariv UPT Pasar
Batusangkar. Hal ini dikarenakan bentuk kesepakatan kerja
sama Pemerintah Daerah bersama Kejari selaku pelaksana
Teknis Jaksa Masuk Pasar” (‘hasil wawancara bersama Azmy
Wenry selaku kepala UPT Pasar Batusangkar pada tanggal
21 September 2022 pada pukul 10.10 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dikatakan bahwa penganggaran
pelaksanaan Program Jaksa Masuk Pasar melalui Rencana Kerja satu tahun dari
UPT Pasar Batusangkar. Hal ini dikarenkan bentuk dari kesepakatan kerjasama

antara Pemerintah Daerah dengan Kejari Tanah Datar.

Pelaksanaan Program Jaksa masuk pasar memiliki tujuan umum vyaitu
memberikan penyuluhan atau peningkatan kesadaran hukum masyrakat, membantu
mengenalkan hukum  kepada ‘masyarakat-atau untuk’ meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat.'?> Pada dasarnya, pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan
Negeri Tanah Datar merupakan bentuk Pelayanan Hukum yang telah diatur dalam
Peraturan Jaksa Agung®® dengan pengertian pelayanan Hukum adalah pemberian
jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara ( JPN) secara tertulis maupun lisan kepada

Masyarakat yang meliputi perorangan dan badan hukum terkait masalah Perdata

12 Op.cit. Wawancara bersama Kasubsi Datun
13 Op.cit, Peraturan Jaksa Agung
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dan Tata Usaha Negara dalam bentuk Konsultasi, pendapat dan Informasi.'* Secara

umum , Jaksa Masuk Pasar memiliki pelayanan Hukum seperti :

1. Konsultasi Hukum Bersama Masyarakat

2. Konsultasi Hukum Bersama Instansi Pemerintahan

3. Konsultasi Penggunaan Dana Desa/Nagari Bersama Wali Nagari

4. Penyerahan/ Pengembalian Surat Tilang

Selanjutnya, manfaat Program JMP yaitu agar masyarakat terbantu dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mempermudah masyarakat untuk
mendapatkan = solusi terhadap masalah yang sedang dialami masyarakat,
memberikan Ketertiban hukum masyarakat di Pasar seperti aturan parkir sesuai
peraturan daerah, ketertiban aturan pengelolaan pasar terkait hak dan kewajiban
pengguna pasar dan ketertiban lainnya. Hal ini diperkuat dengan informasi yang

disampaikan pada media cetak :

“Selain pelayanan hukum, program JMP juga upaya
menyadarkan pengguna pasar atau pemilik kios agar menunaikan
kewajibannya seperti membayarkan retribusi. “Keberadaan jaksa
di dalam pasar juga mengawasi pedagang agar tidak adanya
melakukan alih kewenangan kepemilikan toko kepada pihak lain,
dan mengingatkan kewajibannya kepada pemerintah,” ( Kutipan
dari “ Di Batusangkar Ada Jaksa Masuk Pasar
https://jarbatnews.com/pendidikan/di-batusangkar-ada-jaksa-
masuk-pasar/)

Dalam pelaksanaan JMP, kejaksaan Negeri Tanah Datar menyediakan
Pendamping Hukum untuk melayani konsultasi Hukum bagi masyarakat. Hal ini

disampaikan oleh kepala kasubsi Datun, Indri:

“...Dalam memberikan layanan Jaksa Masuk Pasar, kami
menyediakan langsung Pendamping Hukum untuk masyarakat

14 Anonim, Kewenangan dan Jasa Hukum. https://www.kejari-jakut.go.id/2019-08-22-14-23-
26/jasa-hukum-yang-diberikan. Diakses pada pukul 15.19 Wib.



https://www.kejari-jakut.go.id/2019-08-22-14-23-26/jasa-hukum-yang-diberikan
https://www.kejari-jakut.go.id/2019-08-22-14-23-26/jasa-hukum-yang-diberikan
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dalam mengkonsultasikan masalah hukum yang ingin disampaikan.
Jadi kami akan memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan
aturan yang ada, selanjutnya kami serahkan kepada masyarakat,
bagaimana solusi yang akan diambil dengan berbagai pertimbangan
dari kami.” ( hasil wawancara berasama Kepala Kasubsi Datun,

Indri. Pada tanggal 22 Januari 2022 Pukul 09.20)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasannya dalam mendukung
program Inovasi Jaksa Masuk Pasar, Kejari telah menyiapkan Pendamping Hukum
untuk membantu keluhan-keluhan yang ada dalam masyarakat. Dalam Skripsi
Andini, mengatakan béhwé Program JMP merupakan utama dalam memberikan
kemudahan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui

bagaimana hukum mengatur masyarakat secara adil dan manusiawi.

Jaksa Masuk Pasar merupakan satu-satunya Inovasi yang ada di Indonesia
dengan menghadirkan pelayanan,Hukum dari Pemerintah Daerah bersama Kejari
Tanah Datar yang dapat di akses langsung oleh Masyarakat dan Instasi
Pemerintahan dari Pasar. Hal ini mendapat Apresiasi dari Kejaksaan Tinggi dari
Provinsi Sumatera Barat, untuk dijadikan Pilot Project Inovasi Jaksa Masuk Pasar
untuk Sumatera Barat.*® Hal ini diperkuat dengan argument dari Kejati Provinsi

Sumatera Barat dalam/media cetak :

“...Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Priyanto di
Batusangkar, Kamis, mengatakan inovasi Jaksa Masuk Pasar
tersebut dapat dijadikan percontohan dan ia siap untuk
mempresentasikannya di tingkat pusat. “Saya akan presentasikan
program ini di tingkat pusat, untuk itu saya minta ekspose dari dinas

terkait sebagai bahan nantinya,” katanya. ... “ ( Kutipan Media
Cetak, “ Ini baru kren, jaksa Tanah Datar masuk pasar berikan
pelayanan konsultasi hukum”.

https://sumbar.antaranews.com/berita/236676/ini-baru-kren-jaksa-
tanah-datar-masuk-pasar-berikan-pelayanan-konsultasi-hukum)

15 Rahmat. Mukhlisun, “ Ini baru Keren, Jaksa Tanah Datar Masuk Pasar berikan pelayanan
konsultasi hukum “ . https://sumbar.antaranews.com/berita/236676/ini-baru-kren-jaksa-tanah-
datar-masuk-pasar-berikan-pelayanan-konsultasi-hukum. 15 November 2018. Diakses pada
tanggal 22 Januari 2022 pada pukul 15.00 Wib.
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Kejaksaan Negeri Tanah Datar berpendapat bahwa sejatinya Inovasi
pelayanan publik ini tidak hanya diperuntukan kepada masyarakat saja, tetap juga
kepada instansi pemerintahan, khususnya tingkat Nagari. Hal ini diperuntukan
kepada Nagari terkhusus Wali Nagari yang menjalankan Program Dana Desa.
Banyaknya kasus penyalahgunaan Dana Desa, membuat Kejaksaan menyadari
bahwa Wali Nagari perlu didampingi dalam pengelolaan Dana Desa yang sesuai
dengan regulasi, supayé térhindar dari Kasus Korupsi. Berikut kutipan media cetak

terkait kasus Korupsi Dana Desa :

" ... Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus
korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak
ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila
dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan,
terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus
korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi
kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. " ( Artikel ini telah tayang
di Kompas.com dengan judul "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana
Desa Terbanyak Muncul pada
2019",https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/c
atatan-icw-kasus korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-
2019.)

Berdasarkan kutipan diatas, disampaikan bahwa sektor anggaran dana desa
menjadi penyumbang terbanyak kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan dengan
46 kasus korupsi dari 271 kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2019. Kerugian
anggaran dana desa yang tercatat mencapai angka Rp. 32,3 Milliar. Selanjutnya

untuk data tingkat korupsi pada pemerintahan dapat dilihat pada gambar 1.2.
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Gambar 1. 2
Tingkat Korupsi berdasarkan Sektor Tahun 2020

Korupsi Berdasarkan Sektor selama Semester 1/2020
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Sumber : Hasil Pemantauan Tren Pe'ﬂ\inpakan Kasus Korupsi Semester | Tahun 2021 oleh Divisi
Hukum dan "?‘ {  Monitoring Peradilan (
https://www.antikorupsi.org/sites/defa'lilI({fiIes/dokumen/Tren%ZOPenindakan%ZOKorupsi%ZOTah
un%?20Semester%201%202021.pdf ) =

Berdasarkan Gambar 1.2 Tingkat Korupsi Berdasarkan Sektor tahun 2020,
dapat dilihat bahwasannya, sektor dengan tingkat kasus Korupsi tertinggi berasal
dari Penggunaan Anggaran Dana Desa. Selama semester | tahun 2020, ditemukan
kurang lebih 45 kasus|Kprupsi‘aD'ané‘Ije§a.'~éé‘ktbk‘ini paling banyak dibandingkan
dengan sektor Pemerintahan dengan angka kasus mencapai 13 Kasus dan yang
terkecil pada sektor kesehatan dengan angka kasus 5. Hal. ini menandakan bahwa
Pemerintah desa perlu pengawasan serta pembinaan mengenai pengelolaan dana
desa yang bijak dan efeketif serta berdampak positif bagi pertumbuhan dan
perkembangan Desa. Karena tingginya tingkat kasus korupsi anggaran dana desa
membuat kejaksaan selaku lembaga penegak hukum mengevaluasi diri bagaimana

upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa yang mengakibatkan
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kerugian keuangan negara. Berdasarkan banyaknya kasus Korupsi Dana Desa,
Selanjutnya ditindaklanjuti dan disampaikan oleh Kasubsi Datun Kejari Tanah

Datar :

" ... sejatinya kami menciptakan Inovasi ini tidak hanya
untuk masyarakat saja, tetapi juga kepada instasi pemerintah.
Banyaknya kasus penyelahgunaan Dana Desa membuat kami
menyadari bahwa Wali Nagari perlu didampingi dalam mengelola
Dana Desa. Kejaksaan yang bertugas sebagai lembaga pengawas
kebijakan hukum dituntut mampu mendampingi dan mengarahkan
lembaga pemerintahan yang keluar jalur dari regulasi yang telah
ditetapkan. Permasalahan “tingginya ‘kasus’ .Korupsi Dana Desa
sepanjang tahun 2019, menginisiasi kami untuk memberikan
konsultasi kepada Wali Nagari terkait penggunaan dana yang
sesuai regulasi Pemerintah Pusat. * ( wawancara bersama kasubsi
datun Kejari Tanah Datar, pukul 10.15 Wib pada tanggal 22
Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa kejari Tanah
Datar secara tidak langsung; ingin mendampingi Pemerintah Nagari dalam
mengelola Dana Desa. Diawal launching kejari telah menekankan kepada
Pemerintahan nagari yang mengalami kendala memahami Regulasi penggunaan
Dana Desa dapat berkonsultasi dengan Kejari untuk menghindari kesalahan yang
tidak diinginkan. Namun dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 1.4 Daftar pengguna layanan Jaksa
Masuk Pasar bulan April- Juli Tahun 2019, bahwa penggunaa layanan Jaksa Masuk
Pasar rata-rata digunakan oleh masyarakat untuk keperluan Pengambilan Surat

Tilang.

Pemilihan hari pelaksanaan JMP setiap hari Kamis sejatinya diperuntukan
untuk masyarakat lebih ramai menggunakan jasa pelayanan dari kejaksaan, sebab
pada hari itu merupakan Hari Balai bagi masyarakat Batusangkar dan sekitarnya.

Namun, dalam pelaksanaan masih minim masyarakat yang menggunakan layanan
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JMP. Terkait kondisi tersebut, kejaksaan mengatakan sosialisasi sudah dilakukan
melalui media Radio untuk mempromosikan kegiatan tersebut yaitu melalui Jaksa

Menyapa di RRI Batusangkar dan BRI Bukittinggi.

" ... untuk mengenalkan Program Jaksa Masuk Pasar, kami
telah melakukan upaya sosialisasi melalui siaran Radio RRI
Batusangkar dan BRI Bukittinggi melalui acara Jaksa Menyapa.
Kami tentu berharap kegiatan ini dapat dikenal oleh masyarakat
dan sekaligus mempermudah masyarakat tanah datar dalam
mengurus urusan hukumnya.” ( Hasil Wawancara bersama
Kasubsi Datun Kejari Tanah Datar )

Selain itu, pihak kejaksaan juga memberikan sosialisasi kepada pedagang
pasar langsung terkait layanan hukum yang diberikan kejaksaan pada setiap Hari
Kamis tersebut. Selain itu sosialisai yang dilakukan kejaksaan juga terkait retribusi
sewa toko dan beberapa aturan yang mengikat tentang Hak dan Kewajiban
Pedagang Pasar dalam menggunakan Pasar Batusangkar untuk kegiatan
Perekonomian. Fakta dilapangan ditemukan bahwasannya terkait aturan sewa dan
hak pakai penggunaan Toko masih diselewengkan oleh pemilik Toko. Hal ini

disampakan oleh Kasubsi Datun Kejari Tanah Datar :

“...berdasarkan hasil laporan dari Koperindag dan BKD,
bahwasannya telah terjadi pelanggaran terkait penunggakan sewa
ook yang-ada di Pasar Inpres. Ada beberapa temuan kita selama
menjalankan Inovasi-JMP ini. Terkait masalah-masalah itu, kami
selaku Lembaga penegak hukum, menyampaikan dan
mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hal yang tidak sesuai
dengan aturan-aturan hukum yang telah dilanggar.” ( Hasil
wawancara Bersama Kasubsi Datun Kejari Tanah Datar, Indrim,
pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 09.20 Wib )

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat beberapa temuan masalah di
Pasar Inpres Batusangakr. Hal ini menjadi salah satu tujuan sosialisasi yang

dilakukan oleh kejaksaan untuk Meningkatkan kesadaran hukum Pedagang Pasar
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Batusangkar. Hal ini juga disampaikan oleh Kasubsi Datun Kejari Tanah Datar,

Indri :

“...ada beberapa permasalahan yang terjadi di Pasar Inpres
Batusangkar. Salah satunnya terkait Hak dan Kewajiban para
pengguna Pasar dalam hal ini pemilik Toko. Dalam aturan pasar
Inpres, bahwasannya kepemilikan Toko hanya sebatas Hak Pakai,
bukan Hak Milik. Namun pemilik toko banyak yang
menyelewengkan aturan ini dengan melakukan kegiatan jual beli
Toko. Selain itu kepemilikan toko ini yang sudah turun temurun
mengakibatkan beberapa kios ditinggalkan bahwa disewakan. Ini
menyalahi aturan yangada. Karena diluar sana masih banyak ingin
berjualan dipasar-batusangkar, cuman terkendala kepemilikan toko
dan tidak ada biaya untuk membeli kios, mereka mengurungkan
niat untuk berdagang. Hal ini yang kita luruskan kembali kepada
seluruh pemilik toko/kios bahwa ada aturan yang mengatur dan
harus dipatuhi. JMP ini kita laksanakan untuk memberikan
sosialisasi terkait aturan ini dan meningkatkan kesadaran hukum
pengguna toko.kios....” '( hasil wawancara Bersama Kasubsi
Datun Kejari Tanah Datar, Indri. Pada tanggal 22 Januari 2022
pukul 09.30Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditemukan bahwasannya ada
permasalahan lain yang terjadi'di Pasar Batusangkar yaitu terkait penyelewengan
hak pakai kios. Dikatakan bahwa pengguna kios banyak yang melakukan jual beli
Kios dengan pihak lain, dimana ini dilarang dikarenakan kios merupakan Hak Milik
dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Inovasi JMP dihadirkan oleh Kejaksaan
Negeri Tanah datar Bersama Diskoperindag-berkerja sama untuk menyelesaikan
dan meluruskan kembali aturan yang telah ada supaya tidak tejadi kesalahpahaman

dalam masyarakat.

Dalam menciptakan sebuah Inovasi, dibutuhkan sebuah nilai keunggulan
dari Inovasi tersebut. Inovasi Jaksa Masuk Pasar, menghadirkan pelayanan
langsung oleh kejaksaan ditempat keramaian masyarakat, yakni beberapa Pasar

yang ada di Batusangkar. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kejaksaaan
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untuk mengurus urusan-urusan hukum ataupun konsultasi hukum. Namun dengan
pelayanan Inovasi Jaksa Masuk Pasar hadir 1 kali dalam seminggu di Pasar
Batusangkar. Masyarakat bisa mengakses layanan seperti, konsulatasi hukum,
pengambilan surat tilang, bahkan wali nagari atau perangkat nagari bisa konsultasi
terkait aturan hukum penggunaan Dana Desa. Masyarkat bisa langsung mengakses
layanan sembari berbelanja kepasar. Hal ini menciptakan efektifitas dari segi waktu
dan biaya bagi masyarakat. Selanjutnya bagi Dinas Koperindag, hal ini membantu
mereka dalam hal penertiban pengelolaan pasar, seperti aturan sewa kios dan aturan
bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan tempat. Pendapat ini
didukung dari salah pengguna layanan Jaksa Masuk Pasar yang juga salah satu

pemilik kios di Pasar Batusangkar:

(13

.. sangat memudahkan saya, dulu saya harus pergi ke
pagaruyung untuk menjemput surat tilang kendaraan , sekarang
saya hanya perlu menjemput ke pasar tingkat, karena saya tidak
ada waktu untuk kesana karena harus berjualan. Saya tak perlu
repot dan mengeluarkan ongkos untuk pergi kesana ( Kantor
Kejaksaan).” ( Wawancara Bersama Wanda, pengguna layanan
Jaksa Masuk Pasar. Pada tanggal 2 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, salah satu pengguna layanan Jaksa
Masuk Pasar menyampaikan bahwa dengan Inovasi Jaksa Masuk Pasar
memberikan kemudahan dari segi biaya karena urusan penjemputan surat tilang

tidak perlu lagi datang ke kantor kejaksaan.

Inovasi jaksa masuk pasar yang dilaunching pada hari Kamis 13 September
tahun 2018 merupakan Inovasi satu-satunya diantara 514 Kabupaten dan Kota yang

ada di Indonesia.'® Komitmen Kejari Tanah Datar dalam melahirkan Inovasi JMP

16 Rhian, “ Kejari Batusangkar Launching Program Jaksa Masuk Pasar”.
https://www.portalberitaeditor.com/27417-2/. Diakses pada 18 Februari 2022 pada pukul 15.40
Wib.
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yakninya untuk mempermudah dan mendekatkan masyarakat dengan Kejaksaan.

Hal ini disampaikan oleh Kasubsi Datun Kejari Tanah Datar :

“ ... dalam usaha kejaksaan mendekatkan diri dengan
masyarakat, kami hadirkan inovasi JMP. Kami tidak ingin adanya
sekat yang menimbulkan ketakutan dimata masyarakat akan
Kejaksaan. Kami mencoba menjawab keluhan-keluhan serta
curhatan masyarakat secara tidak langsung ketika sebagian dari
kami sedang berbelanja di Pasar. Untuk menjawab itu kami
hadirkan Jaksa Masuk Pasar. Inovasi ini memang tidak dilakukan
uji coba terlebih dahulu sebelum dilaunching, namun kami merasa
dengan konsultasi-konsultasi _tidak langsung yang pernah
dilakukan anggota kejaksaan'diPasar merupakan salah satu bentuk
uji coba kami dari program ini... < ( hasil wawancara Bersama
Kasubsi Datun Kejari Tanah Datar )

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peluncuran Inovasi JMP merupakan
salah satu bentuk upaya untuk mendekatkan Kejaksaan dengan masyarakat. Kejari
Tanah datar mengklaim bahwasannya Inovasi JMP dapat membantu masyarakat
akan permasalahan hukum mereka alami. Selain itu, walaupun Inovasi JMP tidak
dilakukan uji coba sebelum penluncurannya, Kejari menganggap bahwa sebelum
Inovasi JMP dilakukan, Kejari sudah melakukan kegiatan konsultasi hukum secara

tidak langsung walaupun program JMP belum ada.

Dalam menciptakan Inovasi, keefektifan dan efisiensi harus diperhatikan.
Efektifitas berarti menjadikan sebuah inovasi yang baru memiliki dampak yang
lebih dari Inovasi-inovasi terdahulu. Sedangkan dari segi efisiensi, inovasi harus
diperhatikan sehingga tujuan pelayanan publik berkualitas dapat dilihat dari
pengguna layanan. Inovasi Jaksa Masuk Pasar merupakan sebuah terobosan dalam
hal pemberian layanan langsung kepada masyarakat. Upaya " jemput bola™ yang
dilakukan oleh Kejari Tanah Datar ditujukan memudahkan dan mendekatkan

instansi dengan masyarakat.
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Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar berpendapat bahwa

3

program pemerintah yang berupa upaya “ jemput bola” kepada masyarakat
bukanlah yang pertama dilakukan pada Jaksa Masuk Pasar. Sebelumnya,
pemerintag Tanah Datar telah melakukan upaya jemput bola pada beberapa layanan

seperti :

1. Inovasi Jaring Asmara Kenari oleh Bupati Tanah Datar dengan kegiatan
datang bermalam ke satu nagari untuk menjaring Aspirasi Masyarakat
2. Oase Sahabat Haﬁ bieh Disdukcapil dengan kegiatan memberikan layanan
berupa mobil keliling yang memberikan layanan disdukcapil dan nagari yang
jauh akses dengan Pusat Pemerintahan Tanah Datar.
Inovasli yang baik tidak memberatkan instansi dari segi anggaran. Kasubsi
Datun Kejari Tanah Datar menyampaikan bahwa Inovasi Jaksa Masuk Pasar tidak

memberatkan instansi dari segi anggaran biaya.

" ... dalam menjalankan program Jaksa Masuk Pasar, kita
tidak terberatkan dari Anggaran. Kita berkomitmen ini merupakan
suatu Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, jadi kita tetapkan
Anggaran yang sesuai dengan Sumber daya yang tersedia. Selain
itu, kita dapat bantuan Anggaran dari pemerintah daerah terkait
Inovasi JMP ini"

Berdasarkan ~wawancara diatas, Kasubsi DatunKejari Tanah Datar
menyebutkan bahwa Kejari juga mendapatkan bantuan Anggaran dari Pemerintah

Daerah terkait Pelaksanaan Inovasi Jaksa Masuk Pasar.

Selanjutnya, walaupun Inovasi Jaksa masuk pasar hadir untuk menangani
permasalahan retribusi pasar, namun sampai saat peneliti melakukan survei awal
penelitian masih ditemukan penunggakan yang cukup banyak. Hal ini bisa dilihat

pada tabel berikut :
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Tabel 1. 3
Data tunggakan Kios di Pasar Batusangkar tahun 2021

N Komplek Pertokoan Pasar Jumlah Jumlah

0 Batusangkar Toko Penunggak
1 Pasar Inpres 1 66 7

2 Pasar Inpres 2 87 40

3 Pasar Inpres 3 40 6

4 Pasar Inpres 4 160 49

5 KBT 10 4

6 KKT 1] A5 2

7 TBA 88 36

8 Terminal Jati 1 13 7

9 Kios Mini 20 4

10 Kios Blok 10 2

11 Los Daging 16 2

12 Los Ikan 21 21

13 Pertokoan Pertiwi 19 16

JUMLAH 555 196

Sumber : Olahan peneliti tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat bahwa dari 13 komplek pertokoan yang
ada di Pasar Batusangkar, masih;terdata‘jumlah penunggakan mencapai 196 toko
dari total 555 toko yang ada. Inovasi Jaksa Masuk Pasar hadir untuk mengatasi
permasalahan penunggakan tersebut sembari memberikan layanan hukum dan
konsultasi hukum bagi masyarakat pasar dan sekitarnya. Dengan adanya Inovasi
Jaksa Masuk Pasar, diharapkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pasar
yang lebih sadar hukum dan memahami Hak dan Kewajiban sebagai masyarakat

pasar.
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Berdasarkan uraian-uraian fenomena yang telah peneliti jelaskan, peneliti
ingin melihat bagaiamana Atribut Inovasi Jaksa Masuk Pasar ( JMP ) Tanah Datar
dengan menggunakan teori Everett M. Rogers untuk mengetahui apakah kegiatan
Jaksa Masuk Pasar dapat dikatakan sebagai sebuah Inovasi. Selanjutnya, dengan
adanya penelitian ini, dapat memberikan gambaran dalam penciptaan Inovasi dan
pembahasan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta OPD dalam membuat

Inovasi Baru yang sesuai dengan Karakteristik Inovasi dari teori Everet M Rogers.

1.2  Rumusan Maséléh

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti
dirumuskan oleh peneliti dengan pertanyaan sebagai berikut : “Bagaimana Attribut
Inovasi Jaksa Masuk Pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten

Tanah Datar ?”

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan Attribut Inovasi Jaksa Masuk Pasar oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

1.4  Manfaat Penelitian
Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian

ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini nantinya memberikan

informasi atau bahan kepustakaan pada pengembangan llmu Administrasi Publik
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mengenai Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui program

Jaksa Masuk Pasar oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan
bagi Pemerintahan Kabupaten yang ada di Sumatera Barat terkhusus
lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam
menegakkan keadilan -hukum serta melayani kebutuhan masyarakat terkait
hukum. L

b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunankan bagi peneliti
selanjutnya, yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya

dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.



